PEMERINTAH KOTA BEKASI
DINAS PENDIDIKAN

JL. Lapangan Bekusi Tengah No. 2 Telp/Fax., (021) 8825243 Kode PPos 17113
E-mail : Diknashotabehusi@ yahoo.com
BHEKASI

~ NIl : 202 OZGS Ol 162

KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI
NOMOR : 421.3/Xep.38-Disdik/11/2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM AYMAN

WALIKOTA BEKASI,

a.  bahwa berdasarkan Rekomendasi Pendiriae Sekolah
dari Badan Pelayanan Penzinan Terpadu (BPPT)
Pemerintah  Koza Bekast Nomor =21 .3/28-BPPT
taiggnl 14 Desember 2013 tentanp  Pendizinn
Sckoiah Menengah Permama lslam Aviman  oleh
Yayasan Islam Ayman ctelah  dicinkan  Sekolidh
Menengah Pertama Jslam Ayvman,

Memmbany

B, babwa berdasarkan pertimbungan  scbagaimana
dimaksud hurul  a, maka dalam rangka
mengoperasionalkan sckolaly vang telnh didirikan
tersebul  periu diberikan lzin Qperasional yang
direrapian dengan Keputusan Walikota ,

Mengingas 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahur 1996 ientang

Pembentukan Kotamadys Dacrah Tingkat ! Bekasi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996
Nomor 11}, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3663);

o

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentung
Yavasan (Lembaran Negara Republik indonesia
Tahun 2001 Nomor 112, Tambahann Lembaran
Nepara  Republik Indonesia Nomor 4132)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2004 enwmg Perubahan Alas
Undang-Undang Nomor |56 Tahun 2001 tentang
Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 113, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2430},

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem  Pendidikan  Nasiotnal  (Lembaran  Negarn
Republik  Indonesia Tahun 2003 Nomor 28,
Tambahan Lembaran Negara Republik [ndonesia
Nomor 4301);



5.

S,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 1entang
Pemennuthan Daernh (Lembaran Negorn Repubhk
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2494, Tambahan
Lembaran Negara Republik [ndonesia Nomor 3587)
scbagaimana telah beberapa kali divbal terakisr
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
teniang Perubahan Kedime Atns Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 201¢ tentang  Pemerintahan
Daerah  (Lembaran Negara  Republik  Indonesia
Tahun 20135 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negrir
Republik Indonesia Nomor 36T79),

Undzng-Undang Nomor 30 Tahun 2014 lentang
Administrasi Pemerintahan (Tambahan Lsmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 249,
Tambahan Lembaran Negara Repullik Indonesia
Nomor 5601,

Peraturan  Pemerintah Nomor 25 Tabkun 1960
lentang  Pendidikan  Dasar [Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Tahun |66 Nomoer 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesin
Nomor 2412) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nowmor 35 Tahun 190y
tentang  Perubahan Atas Peraturan Pemerintan
Nomur 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
(Lembaran Negara Republik indonesin Tuhun 1965
Nomor 90, Tambahan Lembaran Nepara Republik
Indonesin Nomor 3763);

Peraturan  Pemerintah  Nomor |6 Tahun 20035
tentang Standar Nasional Pendidikan |Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4],
Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia
Nomor £4252),

Peraturan Pemerintah  Nomor 33 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusen Pemerintzhon Anwara
Pemerintah, Pemerintahun Daernh Provinsi dan
Pemerintzhan Daerah Kabupaten/Kora (Lembaran
Negarn Republik Indonesin Tabun 2007 Nomor 83,
Tambzhan Lembuaran Negara Republisx  indonesia
Nomor 4737);

Peraturan  Pemerintah Nomor 41 Tshun 2007
ientang Organisasi Perangkal Dasral (Lesmbaran
Negara Republik indonesia Tahun 2007 Nomor §9.
Tambehan Lemburan Negaza Republix Indonesia
Nomor 4741);



10, Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pembentukun Produk Hukum Duerab

(Berita Negara Republik indonesia Tahun 201<
Nomor 32!

11. Peraturan Dacrah Kotn Bekasi Nomor 13 Tahun
2014 temang Pengelolaan dan  Penyelenggaraan
Pendidikan di Kota Bekasi (Lembaran Duerah Kota
Hekasi Tahun 2014 Nomor 13 Serr k),

12. Peraturan Duecrall Xown Bekasi Nomor 03 Tahun
20058 1tentang Uruasan Pemerintahan Wajib  dan
Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintan Koia
Bekasi (Lembaran Dacrak Kotn Bekasi Tahun 2006
Nomor 3 Seri E|;

13, Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun
2008 tentang Dinas Daerah Ko Bekas: (Lembaran
Duaerah Kota Bekasi Tahiun 2008 Nomor & Seri D)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
denganr Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10
Tahun 2014 eniang Perubzhan Keuga A:was
Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun
2008 tentang Dinus Daerah Kota Hekasl (Lembaran
Daerah Kuta Bekasi Tahun 2014 Nomor 10 Seri D).

Memperhatikan @ 1. Keputusan Menteri Pendidikan  Nasional Nomor
CB0/U /2002 Tahun 2002 tentung Pedoman
Pendirian Sekolah;

o

Keputusan Walikotn Bekosi Nomor 33 Tahun 2013
tentang Pedoman Pendirian Satuwan  Pendidikan
Jenjung Sckolah/Madrasab, Pendidikon Nonlormal
[nformal dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

3. Rekomendasi Pendinan  Sekolabh  dari  Badon
Petavanan Perizinan Terpadu (BPPT) Pemerintah
Kota Bekast Nomor <21,3/29-BPPT tanggal 14
Desember 2015  temtang  Pendirion  Seckolah
Menengah Pertama islam Avmun oleh Yavasan Istam
Avman;

4. Akta Nozams Aidah, SH Nomor 24 - ianggal 24 Apnl
2014 t(entang Pendisian Yavasan Islam Ayman dan
Surat Keputusan Menteri Huxkum don Hek Asasi
Manusia Nomor AHU-01051.50.10.2014 tentang
Pengesahan Yayasan |slam Ayman;

Hasil Pelaksanaan Swudi Kelavakan pada Sekolah
Menengah Pertama Islam Ayman tanggal 06 Junuar
2016:

)




N

Surat permohonan dari Yeyasan Islam Ayman
Nemaor PIS/K/Yaisa/X11/2015 wnggul 15 Desember
2015 perihal Permohonan izin Operasional Sexoluh
Menengah Pertama Islam Avman, Jalan Haji Nawin
ill RT O3 RW 03 Kelurahan Jaticempaka Kecamnatan
Pondok Gede Kota Bekast

MEMUTUSKAN:
Menetaphkan

KESATU - Memberikan [zin Operasional Sekolaiy Menengah Pertama
Islnm Avman diberikan kepadn Yayasan [skun Ayman
vang beralamat di Jalan Haji Nawin ITT RT 08 RW 03
Keturahan Jaticempaka Recamatan Pondok Gede Kota
Bekasi,

KEDUA ¢ dzin Operasional Sckolal schagaunona dimoksud pada
Diktum KESATU berlaku sepanjang udak melanggar
ketentuan yang berluku dan wajih didaltorkan ulang
sctiap 3 (tiga) tahun sekali pada Dinas Pendidikan.

KETIGA o Menugnskan kepada Kepala Bidang Peadbdikon Dasar
pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi uaruk melaksanakan
pembinaan demi Kelancaran penyelengguraar sekolah
terscbut,

KEEMPAT : Keputusan ini mulal berlaku pads tanggal ditetapkan
dan akan dizsdakan perubahan apabila dipandang perlu,

Ditetapkan di Bekasi
pada tangial : 3 Febreari 2016

a.n WALIKOTA BEKASI
KEP. DINAS PENDIDIKAN,

RUD UDIN

Tembusan Yii:

Menten Pendidikan dan nebudavaan di Jakarta,

Direktur Pembinaan 8D Dirgen Pendidikan Dasar Kemendikbud )
Jakartn;

Repala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bancung;

Walikota Bekas!;

Inspektur Kota Bekast,

e N




